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PENETAPAN
Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir
Jember, 17 Mei 1976, (umur 46 tahun), agama Islam,
Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI

TIMUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sangatta, 02 Februari 1979, (umur
43 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan
Strata |, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR,

sebagai Tergugat;

— Pengadilan Agama tersebut;

— Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari

2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta,

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 05 Januari 2023, telah

mengajukan gugatan cerai dengan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 21 September 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, XXXXXXXXX
XXXXX XXXXX, Provinsi Kalimantan Timur dan karena Buku Kutipan Akta
Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no B.
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01090/KUA.16.08.1/PW.01/8/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara, XXXXXXXXX XXXXX
XXXxX, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, Status Penggugat dan tergugat sebelum menikah adalah
janda dan jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah
orang tua tergugat selama 2 tahun kemudian pindah kerumah sendiri
sampai sekarang;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang
anak bernama M. Argentina Hamran Nasrun Gani;

5. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan
harmonis namun sejak 2008, rumah tangga penggugat dan tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan
dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan penggugat
mengetahui tergugat selingkuh dengan wanita lain melalui pesan
singkat di handphone tergugat dan tetangga penggugat juga
mengetahui apabila tergugat selingkuh tetapi penggugat tidak
mengetahui nama wanita tersebut;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan
tergugat terjadi pada 26 Agustus 2019, yang disebabkan oleh karena
penggugat mengetahui pesan singkat tergugat yang bertuliskan " jadi
biniku" dan penggugat bertanya kepada tergugat maksud pesan
singkat tersebut dan tergugat memberitahu kalau itu hanya bercanda
tetapi penggugat tidak percaya karena sejak tahun 2018 penggugat
membaca pesan singkat dari handphone tergugat banyak kata-kata
mesra dan penggugat masih sabar dengan sikap tergugat setelah itu
penggugat lama kelamaan tidak bisa menahan sikap tergugat;

7. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha
mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan

tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan
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perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan
jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalii sebagaimana yang telah
diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sangatta Cqg Majelis Hakim agar memeriksa,
mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-udangan

yang berlaku;

SUBSIDAIR :
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan
Surat Panggilan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 05 Januari 2023,
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk
tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan

berhasil;
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Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena Penggugat berniat untuk tetap memperbaiki serta melanjutkan
rumah tangganya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan Surat Panggilan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 05
Januari 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1)
Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Penggugat tetap bersabar dan
mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat berniat

untuk tetap memperbaiki serta melanjutkan rumah tangganya;

Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam
gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara,
akan tetapi setelah Majelis Hakim memberi penasehatan kepada
Penggugat, ternyata Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari
Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga
berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak
diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a
guo dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  dalil-dalil  syari dan segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;
Amar Penetapan

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam
perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 05 Januari 2023;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah 420.000,00,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami H.
Rofik Samsul Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan
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Asyrofi, S.H.l., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis,
H. Rofik Samsul Hidayat, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., Muhammad Yusuf, S.H.I
M.H

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H
Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp 50.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 300.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 420.000,00,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);
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